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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 

REMBANG 

NOMOR : 2 T AHUN 1983 SERI A. 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Jl 

R E M B A N G 

NOMOR : 8 TAHUN 1981 

TENTANG : 

PUNGUTAN PAJAK REKLAME 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG. 

Menimbang : a. b"3hwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang tanggal 9 Nopember 1955 tentang Pemu
ngutan Pajak Reklame, dimuat dalam Lembaran Dae
rah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1957 
Seri C. Nomor 1 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Remb:mg tanggal 14 Maret 1972 Nomor 3 Tabun 
1972 diundangkan pada tanggal 1 April 1973, dimuat 
dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C. Tahun 1973 
Nomor 136, maiterinya sudah tidak sesuai lagi dengan 
pembayaran dewasa ini ; 

Mcngingat 

h. bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pe
mungutan Pajak Reklame tersebut perlu dicabut dan 
diganti dengan Per'.lturan Daerah yang baru. 

I. Undang - undan·g Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ; 

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemben
tukan Dacrah - daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propin5i Jawa Teng2h ; 

3. Undang - undang Nomor 11 / Drt. Tahun I 957 tcntang 
Peraturan Umum Pajak Daerah. 
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Dengan Persctujuan Dewan Pcrw::ikilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Rembang. 

MEMUTUSKAN: 

Mcnetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TING KAT TT REMBANG TENT ANG PUNG UTAN 

PAJAK REKLAME. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal: 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Pemerintah Daerah iahh Pemerin-tah Kabupatcn Daerah Tingkat II 

Rembang ; 

b. Bupati Kepal<a> Daerah ialah Bupati Kepala D;ierah Tingkat TT 
R embang ; 

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan P~rwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat TI Rembang ; 

d. membuat R eklame ialah menganjurkan, memuji atau menarik perhatian 
umum terhadap barang sesuai atau seseorang dengain pameran yang 
dapat dibaca atau dilihat, ataupun dengan suara bunyi - bunyian atau 
memakai alat pengeras suara yang maksudnya sema11al - mata untuk 
mendapatkan keuntungan, sehingga terlihat dan atau terdengar oleh 
Umum; 

e. papan gantung ialah tiap - tiap ?Jat Reklame yang dipasang pada 
bangunan - bangunan, tembok - tembok, pagar - pagar, pintu - pintu 
halaman, pohon - pohon atau tiang - tiang sehingga tampak. oleh 
Umum: 

f. papan atau kain reklame ialah tiap - tiap alat reklame dibuat dari 
papan atau kain atau lain bahan - bahan semacam i1u ; 

g. reklame sinar ialah :tlat reklame dipasang dengan menggunakan surnber 
cahaya ; 

h. rcklame berkeliling ialah tiap - tiap reklame yang dikelilingkan untuk 
umum ; 

• 
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i. surat sclebaran ia!ah surat - surat reklamc yang disebarkan kepada 
umum ; 

j. alat pengeras suara ialah 1,iap - tiap alat untuk mengeraskan suara yang 
bekerja dengan mekanik ; 

k. reklame bersuara ialah tiap - tiap reklame dengan bunyi - bunyian atau 
suara dengan tidak memakai alat pengeras suara yang dapat menarik 
perhatian umum. kecuali menjaja. 

BAB D 

SY ARAT - SY ARAT PEMBUATAN REKLAME 

Pasal: 2 

( t) Tidak seidzin Bupati Kepala Dacrah, dilarang membuat dan mema
sang reklame : 

a. dengan memakai papan gantung ; 

b. dengan memakai papan atau kain reklame ; 

c. dengan memakai reklame sinar ; 

d. dengan mmakiai reklame berkeliling, kecuali dengan kendaraan 
yang hanya lewat menuju kelain daerab : 

e. dengan memakai surat - surat selebaran : 

f. dengan memakai illat pengeras suara : 

g. dengan memak:ti reklame bersuara ; 

h. dengan menempelkan atau mcmasang reklame pada papan - papan 
pengumuman, kios - kios, rumah - rumah, warung - warung. tem
bok - tembok, jembatan - jembatan, pohon - pohon, pagar - pagar. 
bangunan - bangunan dan benda - benda lainnya yang menjadi milik 
atau diku:J.Sai oleh Pemerintah Daerah : 

i. dengan menempe!kan atau mcmasang rcklame pada benda - benda 
sebagai tersebu1 pada huruf b. tetapi bukan milik atau tidak 
dikuasai oleh Pemerintah Daerah. kecuali jika reklame itu dikuasai 
olch Pemerintah !:>aerah. kecuali jika rcklame itu melulu bersang
kutan dengan pcrsil itu scndiri . orang atau kel u1rga yang menem
pelinva. pekerjaan atau pcrusahaan yang diselenggarakan dalam 
persil itu. 

(2) N ask,ah reklame - reklame yang dimaksud dalam aya: (1 ) diatas harus 
ditulis dengan huruf latin dan mcnggunakan bahasa Indonesia . dan 
apabila dikehendaki dapat ditambah dengan huruf dan bahas:i lain 
asal bentuknya lebih kecil. 
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BAB ill 
I J I N 

Pasal: 3 
(1) Uil'tuk memperoleh ijin sebagai dimaksud dalam pasal 2 yang berke-

pentingan harus mengajukao surat permohonan kep:ida Bnpati Kepala • 
Daerah menurut contoh yang tel-ah ditetapkan. 

(2) Surat - surat isian permohonan iji.1 diberikan dengan cuma - cuma ; 
(3) Pemohon ijin memperhatikan reklame yang akan dipasang kepada 

Bupati Kepala Dacrah atau kepada Pegawai yang ditunjuk. 

Pasal: 4 

ljin termaksud dalam pasal 2 diberikan untuk waktu tertentu dan 
dengan perjanjian-perjanjian yang dipandang perlu dengan memperhatikan 
syarat - syarat keindahan dan ketertiban keamanan, kesusi-Iaan d<tn ke
sehatan umum. 

Pasal: 5 

Permohonan IJm dapat ditolak apabila 
a. dipandang perlu dcngan mcngingat kepentingan - kepentingan ke

indahan dan ketertiban keamanan, kesusilaan dan kesehatan umum ; 
b. pemohon tidak dapat mernenuhi permintaan memperlihatkan naskah 

reklamenya ; 
c. dalam waktu satu tahun sebelum permohonan ijin itu dicabut oleh 

Bupati Kepala Daerah, sudah pernah ada ijin yang diba1kan 
kepada pemohon berdasarkan Peraturan Daerah ini, dan ijin tersebut 
ditarik kembali tidak atas permintaan sendiri. 

Pasal: 6 
( 1) l jin termaksud daJ>am pasal 2 ditarik kembali oleh Bupati Kepala 

Daerah atas permohonan pemegang ijin, apabila telah memenuhi 
kewajibannya terhadap pernakaian papan pemasangan reklame milik 
Pemerintah Daerah ; 

(2) ljin termaksud dalam pasal 2 diatas dapat ditarik kembali oleh 
Bupati Kepala Daerab; 
a. apabila dalam reklame yang bersangkutan diadakan perubah-an 

sedemikian rupa, sehiugga bertentangan dengan pasal 5 huruf a ; 
b. apabila perjanjian - perjanjian termaksud dalam pasal tidak 

dipenuhi. 
BAB IV 

PAJAK 

Pasal: 7 

(I) Untuk tiap - tiap pembuatan reklamc dipui1gut pajak reklame yang 
bcsarnya sebagai berikut : 

• 
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MEMBUAT REKLAME Satuan Sehari Sehari sampai 1 Minggu 1 bulan 3 bolan 6 bulan 

• No . 
DENGAN ukuran 

sampai sampai sampai 
I tahun 1 Minggu 1 bulan 3 baJan 6 buian 

!:, a. Papan Gantung Tiap M2 Rp. 100,- Rp. 250,- Rp. 500,- Rp. 750,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,-

b. Papan atan kain Reklame. Tiap M 2 Rp. 100,- Rp. 250,- Rp. 400,- Rp. 500,- Rp. 750,- Rp. l.000,-

C. Rcklame sinar termasuk Tiap M~ Rp. 100,- Rp. 500,- Rp. 750,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000.-
bioskop (slide). 

cl. Rcklamc kelil ing Rp.100,- Rp. 250,- Rp. 500,- Rp. 750,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,-

c. Mcncmpelkan at2u m.!ma- Rp. 100,- Rp. 300,-
sang rcklame pada papan 

Rp. 750,- Rp. 1.000,-- Rp. 1.500,- Rp. 2.000.-

Pcngumuman Pemerintah 
Dacrah. 

f. Mcncmpclkan atau mema- Rp. 100,-- Rp. 300.- Rp. 500,- Rp. 1.750,- Rp. 1.200,- · Rp. 1.500.-
sang rckk mc pada papan 
Pcngumun~a11 Pcmcrintah 
Dacrah. 

J 
1· g. Tcrmasuk b dai , c Letapi Rp. 25.- R p. 75,- Rp. 200,- Rp. 250.- - Rp. 500,-· Rp. 750 - -

yang bukan milik atau 
1idak dikuasai olch 
Pcmcrin·tah Dacrah. 

Su ·a l - surnt selebaran. Ti:ip JOO Rp. !00,- Rp. 150,-- Rp. l 000,- Rp. l S>O.- Rp. 2.000, ··- ,l J. 2 50'.l.--
h c I a i. 

I. Mcnggunakan alat pcngc- Rp . 150 -- llp. 100,- Rp. 1.000.-- Rp. 1.500.- Hp. 2.00U,-- · !'.:> 2.sno.--
r..is suara. 

J. llcklamc bcrsu«ra. Rp. 100,- Rp. 300,- - Rp. SOU.- Rp. 750,- - l~ ) - 1.0'.l'J.- ·'.·,. l.~UO - ·· 

V" . 
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dengan ketcntuan bahwa uku.-an yang kurang d:iri 1 .\F dan untuk 
surat selebaran ku~an;; dari 100 he!ai dihitung l 00 helai p:-nuh . 

.: (2) Untuk pcmbuatan rcklame dcngan memakai alat - .i.Jat lain dari pada 

.. 

yang tcrmaktub dalam ayat ( l ) diatas, ditentukan olch Bupati Kepala 
Daerah. 

Pasal: 8 

( I ) Bagi perkumpulan ke,cnian amatir dan keolahragaan dipungut pajak 
reklamc sebesar 50% dari penet1pan tarip termaksud dalam pasat 7 ; 

(2) Bupati ICepala Daerah berhak me::1beri ijin membuat rektame untuk 
waktu yang tertcntu dengan salah satu earn termak;;ud dalam pas.:.! 2 
dengan cuma - cuma apabila : 

a . oleh atau guna Yayasan - yayasan ama l. Panitia yang bertujuan 
amal atau kcpentingan umum : 

b. oleh organisasi d~m partai politik asalk:m tidak ada maksud untuk 
mendapatkan kcuntungan harta maupun benda ; 

a dan b dengan oerjanjian - perjanjian yang dip,andang pcrlu 

Pasal: 9 

(1) I jin tcrmaksud dalam pasal 2 tidal-.. dibcrikan sebelum pajak yang 
,erhutang disetorkan nada Kas Pemerintah Daerah ; 

(2) Dengan persctuju:m Bupati Kepala D aerah atau pegawai yang clitun
juk dapat dilakukan penyimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) 
diatas, dalam ha! mana Bupati Kepala Daerah a tau tersebut mengatur 
cara pembayarannya. dengan p..:ngertian bahwa setidak - tidaknya 
sebagian dari pajak }ang terhutang harus dibl!yar sebclum ijin 
diberikan . 

Pasal: 10 

(1) Apabila ijin termasuk dalam pasal 2 ditarik kembali berdasarkan 
pasal 6 ayat (1). mak,1 kepada yang berkcpentingan dapat dibayarkan 
kembali sebanyak - h,myaknya ½ bagian dari jumlah pajak yang 
telah dibayar : 

(2) Pembayaran kembali dilakukan setelah diadakan perhitungan, dengan 
jumlah pajak yang terhutang mcnurnt tarip dalam pasal 7 untuk waktu 
berlakunya ijin, dan jika ternyata adalah lebih dari ½ bagian dari 
pajak yang terhutang ; 

(3) Apabila hasil perhitungan termaksud dalam ayat (2) ternyata kurang, 
maka yang bersangkutan diwajibk:m dalam waktu delapan hari setelah 
menerima tunman surat Keputusan penarikan kembali ijin, mcnyetor
kan kekurangan pmbayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam 
surat Keputusan termaksud. pada Kas Pemerintah Daerah : 
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(4) Apabila ij i11 Jitarik kemb:ili bcrdc:sarkan pasal 6 :.:yat (2) huruf a 
dan t. mak:i pajak yang tclah dibayar sama sckali tidal, dikembahbn. 

BAB V 

KETENTUAN LAIN. 

Pasal 11 

( I) Surat - surat tem11el'.· 1 , r. < ek atau kd11•atan tidak pantas hams 
clipcrbaharui 2tau oisingki. k 111 sama sckal! o!eh pemegang ijin dengan 
tidJk usah menunggu perintah. 
menunggu pcrintah. 

n: Sc'.e•· · mi:'r" r,rc:i , ,,.. ,,, ;!H'..th rl•,ri B,ip:,ti Kep~l:1 D:!crah maka 
pap:•n - p:ip;n pengt•rrnmar dalam waktu delapan hari harus sudah 
dikc111halikan (h:_ ,. lce"cl"' ,: "11':): baik olch pemcgang ijin. 

Pasal : 12 

Bu rang !>ia•11 ya ,.,~ 1.idc1!,· mempunyai hak berdtisac kctenh1an -
ketentuan dalam peraturan Dac··ah ini atau ketentuan -ketentuan hukum 
lainnya a1au pcrjanjian - pcriai.iian. dilarang menyin):!;drkan, mcrobck, 
merusak, membuat sampi tidak d2pat dibaca atau tidak dapat uili~at, 
sesuatu reklame atau pengumuman yang dipasaag L~ :! ____ z:.:...: :?craturan 

Pasal; 13 

/ l} R.ckl<1mc ~.:rm· suk ch1L:··,1 p:isnl 2 harus disiagkirk:Jn oleh pemegan~ 
ijin seperti yan_; ditet,~pkan dr!l<1m ,urat ijin dan bihm ~na ha! itu tidak 
ditcntukan suatu ap.J sc[!e:a ~etclah ijin dit2rik kemb~li atau tidak 
berlaku lagi. 

Apabilr. kewajiban ini tidak dipem!hi, maka dengan tidak mengurangi 
tuntu!a11 hukL;m pasal 14 yang dapat dikenakan pada pelanggar. 
Bupati Kcpala Daerah set.:-lah mcmperingatkan dengan surat, begitu 
pula dalam ha! mcm~rlukan pelaksana~n rfengan seierQ. tidak den<.!an 
segera. tidak dengan pe ·ingata,1 terlebih dahulu. mcngusahakan 
penyingkirannya atas biaya pe!anggaran. 

• 

(2) Barang sbpa tidak dengan ijin membuat reklame sepcrti tcrn.aksud .. 
dalam pasal 2 diharusk?n dengan segcra meningkirkan reklame yang 
dipasangnya ~~telah mcncrima surat pcring:1tan apabila penyingkiran 
itu tidak dilakukan, bcgitu pula dalam ha! - ha! yaug memerlukan hu-
kuman bcrdasarkan pasal 14 yang dapat dikenakan pada pelanggar 
Bupati Kepala Daerah mcngusahakan penyingkiran itu atas biaya 
pelanggar. 
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BAB VI 

KETENTUAN - PIDANA 

Pas a I : 14 

( 1) Barang siapa rict,ik mcmenuhi ketentuan - kctentuan dalam pasal - pasal 
I. 11. 12. 13 dan 14 ayat (2) atau perjanjian - perjanjian yang di
tcntukan menu-:-ut pasal 4 dihukum dengan hukuman - kurungan 
selama - l:lmanya tiga bulan atau hukuman denda setinggi - t ingginya 
Rp. 30.000,- ( tiga ptiluh ribu rupiah) ; 

(2) Alat reklamc yang d;pakai dalam pelanggar:?n dapat dirampas apabila 
al:lt itu milik terhukum. 

Pas al: 1S 

Terhadap suatu Badan Hukum. kewajiban untuk mentaati kcten
tuan - ketcntuan dalam Pcraturan Dacrah ini dibebankan pada Anggota -
anggota pengurusnya yang tinggal di Indonesia atau apabila anggota -
anggota pengurus tersebut tidak ada, pada wakil Badan Hukum itu di 
Indonesia. 

Pas a I : 16 

(I) Pengusutan pelanggJran peraturan Daerah ini ditugaskan kepada 
lnspcktorat Wilayah K:ibupaten, Bagian Hukum, Bagian Pemcrintahan. 
Dinas PUK dan Dina,; Pendapatan Daerah Kabupatcn Daerah Ting
kat II Rcmbang ; 

(2) Dalam melakuk"n tug~snya itu Pej,,bat tersebut ayat ( I) diatas t·erhak 
m.::masuki semua tcmpat atau rumah dimana terdapat atau diduga ada 
pelanggaran. scd:rng pcmilik atau penghuni tcmpat atau rumah in.1 
tidak boleh mc:in,angiryn. 

(3) Pcjabat tcrmaksud d:ilam ayat (1) diatas dengan segera membuat 
bcrita acara tcntang pelanggaran tersebut. 

BAB Ill 

PE~UTU P 

Pas a I : 17 

( 1) Untuk semua reklame termaksud dalam pasal 2 yang telah ada pada 
saat mulai bcrlakunya pcraturan Dacrah ini, olch pembuat reklamc itu 
dalam waktu tiga puluh hari scsudah saat tersebut harus diajukan 
pcrmohonan ijin menurut cara yang tcrscbut dalam pasal 3 ; · 

(2) Apabila kcwajiban ini tidak dipenuhi atau jika permohonan ijin ini 
ditolak, maka rcklamenya dengan sekctika harus disingkirkan, dan jika 
ini t idak dikcrjakan. maka setelah yang bersangkutan dibcri peringatan 
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dengan surat. kccuali d2Iam hal - hal yang memerlukan pelaksanaan 
dcngan segcra penyingkirannya. di1.1sahakan oleh Bupati Kepala Daerah 
atas biaya pelanggar. 

Pas a I : 18 
Peraturan ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupatcn Daerah 

T ingkat II Rcmbang tentang ·' Pungut~n Pajak Rckl:.lmc' ·. dan mulai :c 
bcrlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pas a I : 19 
Sejak saat muL i ! ..:: l<:~.u· ya Pera:uran Daerah ini, maka tidak 

berlaku lagi Peraturan Dacrah Kabuparen Rembang tentang Pungutan 
Pajak Reklame tanggal 9 - 11 - 1955 disahkan oleh Dewan P cmerintah 
Dacrah Propinsi Jawa Tcngah dcngan surat Keputusan tgl. 5 - 10 - 19.56 
No. U. 70/6/4 diundar.gbn di lam Tambahan Propinsi Jawa Tengah 
tanggal 10 - I - 1957 ( Tarnb::han Seri C No. I ) dcngan rangka ian dan 
peruh::ihannya. 

Dewan Perwakilan Rak\ '\t Daernh 
Kabupaten Daerah Tingkat II 

R e m b a n g. 

K c tu a. 

ttd. 

(SOE BA GI JO) 

Diundangkan d'.llam Lemb'.lran 
Daerah Kab. D ·1ti II Rcmbang 
No. 2 Tahun 1983 Seri A . pada 
tan~gal ! '.'i Agu!-tUS 1981 . 

Sekretaris Wilayah/ Daerah : 

ttd. 

(SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.) 

Nip. : 500030937 

Rembang, 30 September 1981 . 
Bupati Kcpala D acrah · Tingkat 1I 

R e m b a n g. 

ttd. 

( SO ERA TiiAN, S.H.) 
Nip. 230011686. 

Pcraturan Daerah ini d ijalankan 
berdasarkan Undang-undang No. 
11, Drt. Tahun 1957 pasal 19 
ayat (5) jo. pasal 69 aya t (2) 
Undang-undang :!\Io. 5 Th. 1974 
pada tanggal 15 Agustus 1983. 

Scsuai dcngan asclinya ; 
Kepala Bagian Hukum & Ortala : 

( SITI SUSILAH, S.H. ) 

Nip. : 500035430 
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

REMBANG 
OMOR : 8 TAHUN 1981 

TENTANG : 

PUNGUTAN PAJAK REKLAME 
PENJELASAN UMUM : 

Tentang pungutan pajak Reklame diatur dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat IJ Rembang tanggal 9 Nopember 1955, aimuat 
dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1957 
Seri C Nomor 1, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IJ Rembang Nomor 3 Tahun 1972 
tanggal 14 Maret 1972 diundangkan pada tanggal 1 April 1973. d:muat 
dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C. Tabun 1973 Nomor 135. 

Kemudian mengingat perkembangan pembangunan dewasa ini, maka 
dipandang perlu Pera~uran Daerah tersehut diatas ditin_jau kembali 
karena : 
PERTAMA 

KE DUA 

ditinjau dari scgi materinya adalah sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan perekonomian dewasa ini : 

ditinjau dari segi bentuknya adalah sudah ·tidak sesuai 
dengan maksud keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 197 4 tent3ng ·'Bentuk Peraturan Daerah' .. 

Berdasarkan dua ha! tersebut diaias adalah merupakan dasar per
timbangan yang cukup kuat untuk memperbaharui Peraturan Daerah 
dimaksud sesuai dengan perkembangan kcadaan dan Peratur:.m Perund2ng
undangan yang berlaku. 

Materi dari pada Peraturan Dacrah ini, pada pokoknya berpedoman 
pada Peraturan Daerah yang lama. hanya lebih disempurnakan sesuai 
dengan Pera-turan Perundang - undangan yang berlaku. 

Adapun maksud dari pada penyusunan Peraturan Daerah ini 
adalah sebagai berikut : 
1. untuk disesuaik-an dengan pcrkembangan keadaan : 
2. supaya pendapatan disektor Pajak Reklame. bisa memberi harapan 

yang positif di tahun - tahun me~datang. 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Pasal 2 
Pasal 3 
Pasal 4 

Cukup jelas : 
Cukup jelas : 
Cukup jelas ; 
pembcrian ijin untuk waktu tertentu adalah dimaksudkan 
untuk menjamin keindahan, ketertiban. keamanan. kesu
silaan dan kesehatan umum ; 



- Pasal 5 

avat (3) 

ayat (1) dan (2) : 

-2-

Cukup jelas ; 

dimaksudkar. adala':. npabila dalam waktu yang lampau 
sudah pernah diberikan ijin berdasarkan Perc!turan Daerah 
ini, tetapi ditarik tidak atas kehendak pemohon, maka 
Bupati Kcpala D aerah dapat menolak permohonan ijin 
yang baru. 

Pasal 
Pasal 
Pasal 
Pasal 
Pasal 

Pasal 

6 Cukup jelas ; 
7 Cukup jelas ; 
8 aya: (1) : Cukup jelas ; 
8 ayat (2) a : Cukup jclas ; 
8 ayat (2) b : Organisasi dimaksud termasuk d1dalamnya o:.:gani-

sasi Pemerintah ; 
9 Cukup jelas ; 

Pasal IO iayat ( I ) I jin yang dibatalkan oleh Bupati Kepala Daerah 
atas kehendak pemohon, maka kepada pemohon 

ayat (2) 

ayat (3) 

ayat (4) 

Pasal 11 

Pasal 12 

Pasal 13 

Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 
Pasal 17 
Pasal 18 
Pasal 19 

dapat dibayarkan kembali pajaknya maksimum •½ 
bagian dari jumlah pajak yang telah dibayar ; 

pembayaran kembali hanya dapat dilakukan apabila 
sesuai dengan ketentuan waktu berlakunya ijin 
adalah melebihi ½ bagian ; 

kalau perhitungan tersebut ayat (2) hasilnya adalah 
negatif, maka kepada pcmohon sejak dibi-rikrn 
turunan surat Keputusan penolakan ijin yang 
memuat tentang besarnya kekurangan pemhavaran 
pajak, segera mcmbayar kekurangan tcrsebut d.ilam 
batas waktu 8 hari : 

ij in yang ditarik oleh Bupati Kepala Dacrah. maka 
pajak yang tclah dibayarkan tidak dapat dikemba-
likan. 
untuk menjamin ketertiban dan keindahan dalam 
hal melaksanakan Peraturan Daerah ini. 
larangan disini dimaksud agar hak dari pada para 
pemohon tetap tcrjamin baik bcrdasarkan keten-
tuan - ketentu::m dalam Peraturan Daerah ini mau
pun berdasarkan perjanjian - perjanjian. maka di
harapkan bagi H'mua pihak untuk tidak berbuat 
sesuatu yang merugikan para pemohon. 

adalah dimaksudkan agar Peraturan Daen1h ini 
ditaati dengan sebaik - baiknya. 
Cukup jelas : 
Cukup jelas ; 
Cukup jelas : 
Cukup jelas ; 
Cukup jelas ; 
Cukup jelas. -

.. 

.. 

... 
• 


